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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas
hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti
bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin
semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.' Di karenakan bahwa Indonesia merupakan negara
hukum, maka setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dalam setiap perbuatan dan tingkah laku. Apabila
itu di langgar, maka terhadap warga negara yang telah melanggar akan di kenakan
sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah di lakukannya. Perbuatan
atau tingkah laku yang melanggar ketentuan pidana inilah yang disebut sebagai
kejahatan atau tindak pidana.

Suatu perbuatan yang dirumuskan menjadi suatu kejahatan dipandang sebagai
suatu perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum tertentu oleh pembentuk
undang-undang. Dengan menentukan suatu kejahatan, itu artinya pembentuk undang-

undang telah mengadakan suatu perlindungan hukum bagi suatu kepentingan hukum

! Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him.1.




tertentu. Walaupun begitu banyak kepentingan hukum yang dilindungi, tetapi
berbagai kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan
besar kepentingan hukum, yaitu2 :

1. Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen);

2. Kepentingan hukum masyarakat (sociale belangen), dan

3. Kepentingan hukum negara (staat belangen).

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan
masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat
yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan
tindak pidana yang meresahkan masyarakat.3 Salah satunya ialah tindak pidana
terorisme (ferrorism). Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan
kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta
musuh dari semua agama.*

Tak dapat dipungkiri, dalam perkembangannya tindak pidana terorisme telah
banyak menimbulkan kerugian, baik terhadap kepentingan individu, masyarakat,
maupun terhadap keamanan negara. Teror yang telah hadir dan menjelma dalam

kehidupan kita sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan

yang sewaktu-waktu dan tidak dapat di duga bisa menjelmakan terjadinya “prahara

2 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2002, him.1.

i Evi Hartanti, Op cit, him. 1.
http // : www.google.com. Terorisme dan Penanggulangannya. Diakses tanggal 2 Oktober 2007.
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nasional dan global”, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian
martabat bangsa dan penyejarahan tragedi atas Hak Asasi Manusia (HAM).5 Secara
tidak langsung, tindak pidana terorisme kerap kali membahayakan keamanan negara.
Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah yang bersifat
represif maupun preventif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme.
Objek kejahatan dari jenis-jenis kejahatan terhadap keamanan negara ini
terdapat dalam berbagai bidang mengenai kepentingan hukum negara, misalnya
kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan Presiden dan Wakilnya,
keamanan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, kepentingan hukum bagi
keutuhan wilayah negara, kepentingan hukum atas rahasia negara, kepentingan
hukum atas pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, dan lain
sebagainya, yang ke semuanya itu tercermin dari rumusan kejahatan dalam pasal-

pasal yang bersangkutan.®

Maka, terorisme menjadi keadaan yang sangat
membahayakan bagi kepentingan negara. Dalam hal mengenai kejahatan terhadap
keamanan dan keselamatan negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
selanjutnya disebut KUHP, menerangkan secara tegas ketentuan mengenai kejahatan
terhadap keamanan dan keselamatan negara yang diatur dalam Buku II Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Kejahatan, mulai dari pasal 104 KUHP

sampai dengan pasal 127 KUHP.

5 Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme, Refika Aditama,
Bandung, 2004, him.]1.

¢ Adami Chazawi, Op.cit, him.1.




Sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, terorisme telah berubah
menjadi fenomena global yang jaringannya tersebar luas hampir diseluruh dunia dan
menjadi ancaman bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Terorisme tidak dapat lagi
diatasi secara berdiri sendiri oleh suatu badan atau negara saja, karena jaringan
operasional terorisme telah mencakup lintas negara, modus operandi yang kompleks
dan berubah-ubah serta penggunaan teknologi yang canggih.7

Tindak pidana terorisme yang telah berkembang saat ini, merupakan salah
satu bentuk kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa (exstra ordinary crime) dan
merupakan kekerasan yang bersifat kolektif. Sebagai salah satu bentuk kejahatan,
tindak pidana terorisme memiliki kaitan erat terhadap kejahatan yang mengancam
keamanan dan keutuhan bangsa dan negara, disamping kejahatan terhadap hak asasi
manusia. Ini terlihat dari banyaknya peristiwa terorisme yang terjadi, salah satunya
yang mendapat perhatian dunia adalah Tragedi Bom Bali pada tanggal 12 Oktober
2002, menimbulkan korban manuisa yang begitu banyaknya, mengakibatkan
pemerintah bersama dengan segenap aparat penegak hukum menanggapi serius untuk
memulai peperangan terhadap terorisme. Selain tragedi tersebut, peristiwa
pengeboman Menara World Trade Center (WTC) yang dimiliki oleh Negara
Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, peristiwa ledakan Bom di Hotel

JW Marriot pada tanggal 5 Agustus 2003, merupakan rentetan aksi teror yang di

7 :
zolz)t;p /I - www.google.com. Peranan TNI Dalam Memerangi Terorisme. Diakses tanggal 2 Oktober



kumandangkan oleh pelaku tindak pidana terorisme. Peristiwa pengeboman yang di
lakukan oleh para pelaku teroris di Bali dan peristiwa pengeboman di Hotel JW
Marriot, tidak ditujukan secara langsung kepada Presiden atau kepala Negara,
melainkan di tujukan kepada kepentingan umum. Tindakan teror yang berhubungan
dengan kejahatan terhadap keamanan Negara dapat dilihat dalam pasal 104, 108, 110,
111, 111, bis, 122, 131 KUHP. Menyadari bahwa semakin berkembang dan
kompleksnya tindak pidana terorisme, maka dalam penanggulangannya berlu
ditegaskan secara jelas dan nyata efektivitas daripada hukum itu sendiri sebagai
rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota
masyarakat, yang mana satu-satunya tujuan daripada hukum itu sendiri ialah
mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.a. Terorisme
harus ditindak sampai habis yang tentu saja dengan cara-cara proporsional. Tidak ada
alasan etis sah yang meringankan kejahatan terorisme.’

Dilihat dari jenis tindak pidananya, tindak pidana terorisme merupakan salah
satu dari Hukum pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP, yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang disahkan dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

;IWirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco Jakarta, Bandung, 1981
m.12. ' ,

? Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, Op.cit., him.4.



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi undang-undang.
Dibentuknya undang-undang tersebut, merupakan langkah nyata dari pemerintah
dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana terorisme.

Dalam hal penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, terhadap pelaku kejahatan
diatur dalam Hukum Pidana, yang merupakan aturan umum dalam penjatuhan pidana,
yaitu KUHP, sedangkan aturan khususnya diatur dalam undang-undang khusus, yang
ada di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hukum Pidana khusus ini memiliki
pengecualian atau penyimpangan dari hukum pidana umum, hal ini dikarenakan
adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi, di mana kepentingan hukum ini
meliputi : negara yang berhubungan deﬂgan keamanan, masyarakat yang
berhubungan dengan ekonomi, individu yang berhubungan dengan hak-hak hukum
seseorang. Dasar hukum penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum
pidana umum terdapat dalam Pasal 103 KUHP.

Aturan umum dalam penjatuhan pidana yang diatur dalam KUHP, terdapat di
dalam pasal 10 KUHP, di mana sanksi pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari :
a. Pidana Mati
b. Pidana Penjara

c. Pidana Kurungan




d. Pidana Denda

e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan yang terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim.
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, dalam hal penjatuhan
pidananya tersebar dalam beberapa pasal, sebagai undang-undang Hukum Pidana
Khusus.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme yang diatur baik
dalam KUHP sebagai aturan umum maupun dalam undang-undang di luar KUHP,
masih memiliki kaitan yang saling berhubungan. Sehingga dalam penerapan sanksi
pidananya, penjatuhan pidana yang diberikan diharapkan memberikan hasil yang
maksimal, agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera untuk tidak mengulangi
perbuatan yang sama. Namun dapat dirasakan saat ini, dalam hal penjatuhan sanksi
pidana seringkali apa yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan tidak mewakili rasa
keadilan, atau dapat dikatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak rasional dan tidak
ada tujuan yang jelas dari pemidanaan itu sendiri. Ini tidak terlepas dari peranan

hakim, sebagai penguasa yang memiliki kebebasan dalam penjatuhan pidana.




Kaitan antara terorisme terhadap keamanan dan keselamatan negara memang
masih memiliki pandangan yang berbeda dari para pakar ahli hukum. Sebab, secara
nyata bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang tidak memperhatikan
nilai-nilai kemanusian, yang mengakibatkan banyak korban manusia yang berjatuhan
serta menimbulkan dampak bagi kemanan dan keutuhan bangsa dan negara.

Dengan memperhatikan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk
menulis skripsi ini dengan judul : “TINDAK PIDANA TERORISME DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN

NEGARA .

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan
beberapa permasalahan, yaitu :
1. Bagaimanakah kaitan antara tindak pidana terorisme terhadap kejahatan
keamanan negara?
2. Bagaimanakah sistem perumusan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme?



C. Ruang Lingkup

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis
membatasi ruang lingkup penulisan ini hanya pada kaitan antara tindak pidana
terorisme terhadap kejahatan keamanan negara dan berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

D. Tujuan Penulisan
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Untuk mengetahui kaitan antara tindak pidana terorisme terhadap kejahatan
keamanan negara.
2. Untuk mengetahui tentang perumusan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2003.

E. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah :
1. Manfaat Teoretis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan
dalam dunia pendidikan, mengenai tindak pidana terorisme terhadap kejahatan

keamanan Negara yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi pihak lain yang
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ingin melengkapi tulisannya dalam kajian yang sama dan sebagai bahan referensi
bagi pihak lain yang ingin melengkapi penulisannya.
2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tindak
pidana terorisme dalam hubungannya terhadap kejahatan terhadap keamanan Negara

dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Negara Indonesia.

F. Metode Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yang terdiri dari :
1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah
penelitian hukum normatif, dimana penulis melakukan pembahasan yang didapat dari
bahan kepustakaan dan selanjutnya dilakukan analisis dengan mempedomani
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti
khususnya mengenai tindak pidana terorisme.

Metode pendekatan terhadap permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini
adalah melalui pengkajian terhadap Pasal 104 sampai dengan Pasal 127 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
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2. Sumber Bahan Hukum
Penulisan karya ilmiah ini menggunakan data sekunder sebagai data pokok,
yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka, yang
meliputi buku-buku, literatur-literatur, majalah, karya ilmiah dan lain-lain, yang
berkaitan erat dengan penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum tersebut berupa :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer ini berupa bahan hukum yang mengikat seperti Undang-
undang Dasar 1945, KUHP, Traktat, yurisprudensi dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang erat hubungannya dengan tindak pidana terorisme,
seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur
yang erat kaitannya dengan pembahasan, Rancangan Undang-undang, hasil
penelitian, karya tulis dari kalangan-kalangan hukum, koran, majalah, internet
dan sumber bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan masalah

tindak pidana terorisme.
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c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer maupun sekunder diantaranya dengan menggunakan

kamus hukum.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan
dengan mengadakan penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang relevan dengan
masalah.
4. Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang berupa bahan-bahan yang telah terkumpul,
dianalisa secara kualitatif sehingga dapat mendeskripsikan kesimpulan atas

permasalahan secara akurat dan tepat.
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